
 LAMPIRAN XV 
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG 
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS  PENANAMAN 
MODAL 

 
Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas                          

Bea Masuk atas Pemasukan Mesin Untuk Pembangunan/Pengembangan 
 

 

KOP SURAT BKPM RI 
 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : ................................ 

TENTANG 

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN UNTUK 

PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN 

(PERLUASAN/RESTRUKTURISASI/MODERNISASI/REHABILITASI)* PT….. 

DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/ 

PENANAMAN MODAL ASING * 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Membaca            : : Surat Permohonan ……. yang diterima Badan 
Koordinasi Penanaman Modal tanggal …….. perihal 

Permohonan Fasilitas atas Impor Mesin; 

 

Menimbang :  a. bahwa mesin yang dimintakan fasilitas 

pembebasan bea masuk akan digunakan dalam 
rangka .....................; 

   b. bahwa permohonan PT. ............... telah memenuhi 
persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 176/PMK.011/2009 sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 76/PMK.011/2012, maka dipandang perlu 

diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas 
impor mesin dalam rangka 
pembangunan/pengembangan 

(perluasan/restrukturisasi/modernisasi/rehabilita
si)*; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3612) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 
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  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4724); 

  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea 

Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan 
Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri 
Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 76/PMK.011/2012; 

  4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-
IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang 
dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk 

Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam 
Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Perindustrian Nomor 106/M-
IND/PER/10/2012; 

  5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman 
Modal mengenai Pedoman dan Tata Cara 
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; 

  6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman 
Modal mengenai Pedoman dan Tata Cara 
Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal; 

 

Memperhatikan : 1. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi/Izin 

Usaha* Nomor.............tanggal .............; 

  2. Rekomendasi kementerian teknis terkait Nomor 
............. tanggal ............. perihal .............;** 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG 
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN      

DALAM RANGKA PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN 
(PERLUASAN/RESTRUKTURISASI/MODERNISASI/ 
REHABILITASI)* PT……… DALAM RANGKA 

PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN 
MODAL ASING *. 

 

PERTAMA : Terhadap mesin dengan perkiraan harga C&F/CIF US$. 
............. (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Keputusan ini, yang diimpor dan digunakan 
oleh PT. ............. yang bergerak dalam bidang usaha 

................., NPWP ............., Alamat: ............., lokasi 
proyek di ............., diberikan fasilitas pembebasan bea 
masuk. 
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KEDUA : Harga mesin dimaksud akan ditetapkan kemudian pada 
saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam 

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan 
persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US$. ............. 
(dalam huruf). 

 

KETIGA : a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor 12 
Tahun 2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan 

Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis 
Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak 

Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah  
Nomor 31 Tahun 2007, perusahaan dapat diberikan 

Pembebasan  dari  pengenaan  Pajak  Pertambahan  
Nilai  (PPN)  atas  impor  mesin  berupa mesin dan 
peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang 

maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang. 
 

  b. Untuk itu, perusahaan harus mengajukan 
permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan 
Bebas PPN kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. 

Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat, 
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri 
Keuangan  Nomor 155/KMK.03/2001 sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 

31/PMK.03/2008. 

 

KEEMPAT : Atas pengimporan mesin yang diberikan fasilitas, 

perusahaan wajib menyampaikan laporan realisasi 
impor kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman 

Modal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah realisasi 
impor dengan menggunakan formulir sebagaimana 
dalam Lampiran ..... Peraturan Kepala Badan Koordinasi 

Penanaman Modal Nomor  ..... Tahun ....... 

 

KELIMA : a. Dalam pelaksanaan impor perusahaan diwajibkan 

mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang impor. 

  b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal impor mesin dalam keadaan bukan baru 

harus disertai dengan “Certificate of Inspection” dari 
Surveyor yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan 
ketentuan Surat Keputusan Menteri Perindustrian 

dan Perdagangan  Nomor 756/MPP/Kep/12/2003  
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Perdagangan  Nomor 
75/M-DAG/PER/12/2013. 
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c. 

  

 

Dalam melakukan impor mesin bukan baru harus 

mendapatkan rekomendasi dari Kementerian 
Perindustrian sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Menteri Perindustrian Nomor 09/M-

IND/PER/2/2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang 
Peraturan Pemberian Rekomendasi atas Impor 

Barang Modal Bukan Baru.  

KEENAM : Menunjuk Pelabuhan/Bandara ..................... sebagai 
pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk 

penyelesaian formalitas pabean atas mesin dimaksud 
dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini. 

 

KETUJUH : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung 
sejak tanggal ditetapkan.***) 

 

KEDELAPAN : Atas penyalahgunaan pemanfaatan mesin, perusahaan 
wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai 

sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. 

 

*) pilih salah satu 

**) apabila diperlukan 

***) sesuai dengan Izin Prinsip 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal .............. 

 

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

……………………………………….. 

 

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada: 

1. Menteri Keuangan; 
2. Direktur Jenderal Pajak; 
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 

4. Direktur Jenderal ...............; 
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM; 

6. Kepala BPMPTSP Provinsi ...................; 
7. Kepala KPPBC................................; 
8. Direksi PT. ........................... 

 
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

FRANKY SIBARANI 

 



LAMPIRAN XVI 
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG 
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS 
PENANAMAN MODAL 

 
 

 
Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Fasilitas Impor Mesin 

 

KOP SURAT BKPM RI 

 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : ..................................... 

TENTANG 

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ……………….. 

 TANGGAL ..... ATAS NAMA PT. .................... DALAM RANGKA  

PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING* 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Membaca : Surat Permohonan ……. yang diterima Badan Koordinasi 

Penanaman Modal tanggal …….. perihal 
perubahan/penambahan* fasilitas atas impor mesin; 

 

Menimbang : a. bahwa mesin yang dimintakan perubahan/penambahan* 
fasilitas pembebasan bea masuk akan digunakan dalam 

rangka .....................; 

  b. bahwa permohonan PT. ............... telah memenuhi 

persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
176/PMK.011/2009 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012, 

maka dipandang perlu diberikan 
perubahan/penambahan* fasilitas pembebasan bea 
masuk atas impor mesin dalam rangka....... ; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4661); 

  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724); 
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  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 
tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta 

Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau 
Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman 
Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012; 

  4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-

IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang Dan 
Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan atau 
Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman 

Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 106/M-

IND/PER/10/2012; 

  5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
mengenai Pedoman dan Tata Cara Pengendalian 

Pelaksanaan Penanaman Modal; 

  6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal    
mengenai Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas 

Penanaman Modal; 

 

Memperhatikan : 1. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi* 
Nomor.............tanggal ..................sebagaimana telah 
diubah dengan Nomor ................tanggal .....................; 

  2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ............ tanggal 
............ tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor 
Mesin Untuk Pembangunan/Pengembangan 

(Perluasan)* PT…..Dalam Rangka Penanaman Modal 
Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing *; 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ………………… 

TANGGAL ............. ATAS NAMA PT. ......................                       
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/ 

PENANAMAN MODAL ASING*. 

 

PERTAMA : Terhadap mesin yang diubah/diganti dengan perkiraan 
harga C&F/CIF US$. ................... (dalam huruf) 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, 
dikeluarkan dari daftar lampiran Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor ......... tanggal .................... 

 

KEDUA : Terhadap mesin pengganti dengan perkiraan harga 

C&F/CIF US$. ................... (dalam huruf) sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, diberikan 

fasilitas pembebasan bea masuk. 
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KETIGA : Apabila mesin yang diubah/diganti tersebut ternyata masih 
diimpor dan/atau apabila mesin penggantinya ternyata 

telah di impor dengan membayar bea masuk dan pungutan-
pungutan lainnya, maka ketentuan pemberian fasilitas 
pembebasan bea masuk tidak berlaku lagi dan dinyatakan 

batal. 

 

KEEMPAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: Harga mesin dimaksud akan ditetapkan kemudian pada 
saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam 
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan 

persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

dengan perkiraan harga C&F/CIF US$. ................... (dalam 
huruf), sehingga dengan adanya perubahan/penggantian 
mesin tersebut nilai impor yang disetujui seluruhnya 

berubah dengan perkiraan harga C&F/CIF menjadi US$. 
.................. – US$. ................... + US$. ................... = US$. 
.............. (dalam huruf). 

 

KELIMA : Menunjuk Pelabuhan/Bandara ..................... sebagai 

pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian 
formalitas pabean atas mesin dimaksud dalam Diktum 
KEDUA Keputusan ini. 

 

KEENAM : Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal ……… (dalam 
huruf). 

 

KETUJUH : Ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor ............. tanggal 
........................  sepanjang tidak bertentangan dengan 
Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku. 

 

KEDELAPAN : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
... tanggal ... 

 

*) pilih salah satu 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal .............. 

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

 
 

 
……………………………………… 
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SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada: 

1. Menteri Keuangan; 
2. Direktur Jenderal Pajak; 
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 

4. Direktur Jenderal ...............; 
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, 

BKPM; 
6. Kepala BPMPTSP Provinsi...............................; 
7. Kepala KPPBC................................; 

8. Direksi PT. ........................... 
 

 
 
 

 
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

FRANKY SIBARANI 

 



LAMPIRAN XVII 
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG 
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS 
PENANAMAN MODAL 

 

 

Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Perpanjangan Waktu 
Pengimporan Mesin 

 
 

KOP SURAT BKPM RI 

 
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : ………………………….. 

TENTANG 

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN                                                

NOMOR ……… TANGGAL .....ATAS NAMA  PT. ......... DALAM RANGKA 

PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING* 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

    

Membaca : Surat Permohonan PT. ..... yang diterima Badan Koordinasi 
Penanaman Modal  tanggal .... perihal permohonan 
perpanjangan waktu pengimporan mesin; 

 

Menimbang : a. bahwa mesin yang telah diberikan fasilitas pembebasan 

bea masuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 
Nomor ……………………. tanggal ..... belum selesai 
direalisasikan impornya, dengan alasan ......................; 

  b. bahwa permohonan PT. ............... telah memenuhi 
persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

176/PMK.011/2009 tentang sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
76/PMK.011/2012, maka dipandang perlu diberikan 

perpanjangan waktu pengimporan atas fasilitas 
pembebasan bea masuk mesin; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4661); 
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  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk 
Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk 

Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam 
Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

76/PMK.011/2012; 

  4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor                  

19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang 
dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk 
Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam 

Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Perindustrian Nomor 106/M-IND/PER/10/2012; 

  5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
mengenai Pedoman dan Tata Cara Pengendalian 

Pelaksanaan Penanaman Modal; 

  6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
mengenai Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas 

Penanaman Modal; 

 

Memperhatikan : 1. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi* 

Nomor.............tanggal ..................sebagaimana telah 
diubah dengan Nomor ................tanggal 

.....................; 

  2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ............ tanggal 
............ tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor 

Mesin Untuk Pembangunan/Pengembangan 
(Perluasan)* PT….. Dalam Rangka Penanaman Modal 

Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing *; 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG 
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

………………. TANGGAL ..... ATAS NAMA  PT. .................... 
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/ 

PENANAMAN MODAL ASING*. 

 

PERTAMA : Atas sisa mesin yang belum direalisasi impornya 

sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor............... tanggal ................. diberikan 

fasilitas pembebasan bea masuk dan perpanjangan waktu 
pengimporan. 
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KEDUA 

 

 

: Jangka waktu pemberian fasilitas pembebasan bea masuk 
atas sisa mesin yang belum direalisasi impornya 

diperpanjang sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 
tanggal ..... (dengan huruf)*. 

KETIGA : Ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan 
Menteri Keuangan Nomor ……tanggal .... dan 

perubahannya sepanjang tidak bertentangan dengan 
Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku. 

 

KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor......... tanggal ..... 

 

*)pilih salah satu 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal .............. 

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

……………………………………… 
 
 

 

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada: 
1. Menteri Keuangan; 

2. Direktur Jenderal Pajak; 
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 

4. Direktur Jenderal ...............; 
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM; 
6. Kepala BPMPTSP Provinsi ..............................; 

7. Kepala KPPBC................................; 
8. Direksi PT. ........................... 

 
 
 

 
 

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

FRANKY SIBARANI 

 



LAMPIRAN XVIII 
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG 
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS 
PENANAMAN MODAL 

 
 

 
Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Pindah Lokasi atas                          
Mesin Berfasilitas  

 
 

KOP SURAT BKPM RI 

 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : ..................................... 

TENTANG 

PINDAH LOKASI MESIN BERFASILITAS 

 ATAS NAMA PT. ....................  

DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/                              

PENANAMAN MODAL ASING* 

 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Membaca : Surat Permohonan ……. yang diterima Badan Koordinasi 
Penanaman Modal tanggal …….. perihal permohonan 

persetujuan pindah lokasi atas mesin berfasilitas; 

 

Menimbang : a. bahwa mesin yang telah diberikan fasilitas pembebasan 
bea masuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 
Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor.......... telah direalisasikan impornya dan akan 
dipindahkan lokasinya, dengan alasan .............; 
 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu 

menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang 
Persetujuan pindah lokasi atas mesin berfasilitas Atas 
Nama PT............. Dalam Rangka Penanaman Modal 

Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing;*) 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4661); 

  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724); 

  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 
tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta 
Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau 

Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman 
Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012; 

  4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
mengenai Pedoman dan Tata Cara Pengendalian 

Pelaksanaan Penanaman Modal; 

  5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal    
mengenai Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas 

Penanaman Modal; 

 

Memperhatikan : 1. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi* 

Nomor.............tanggal ..................sebagaimana telah 
diubah dengan Nomor ................tanggal .....................; 

  2. Izin Usaha ………**  Nomor…………... tanggal …………… 
sebagaimana telah diubah dengan Nomor 
................tanggal .....................;) 

  3. Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
............ tanggal ............ tentang Pembebasan Bea 

Masuk Atas Impor Mesin Untuk 
Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* 
PT………………....Dalam Rangka Penanaman Modal 

Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing *; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PINDAH 

LOKASI MESIN BERFASILITAS ATAS NAMA PT. .................... 
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM 
NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*. 

 
PERTAMA : Terhadap mesin sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Keputusan Menteri ini, yang telah diimpor dan digunakan 
oleh PT……….. yang bergerak dalam bidang usaha ………., 
NPWP …………., Alamat:……………, diberikan persetujuan 

pindah lokasi. 
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KEDUA : Dalam hal mesin yang akan dipindahkan lokasi tersebut, 
maka terlebih dahulu perusahaan harus melaksanakan 

kewajibannya sesuai tata perundang-undangan/peraturan 
yang berlaku. 
 

KETIGA 
 

 

: Atas penyalahgunaan pemanfaatan mesin yang telah 
diberikan fasilitas sesuai Keputusan Menteri Keuangan 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, 
perusahaan wajib membayar bea masuk dan/atau Pajak 
Pertambahan Nilai yang terutang dan dikenai sanksi 

administrasi berupa denda sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan. 

 

KEEMPAT 

 

 

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan 
dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan 

sebagaimana mestinya. 

 
*) pilih salah satu 
 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal .............. 

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

 

……………………………………… 

 

 
 

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada: 

1. Menteri Keuangan; 
2. Direktur Jenderal Pajak; 

3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 
4. Direktur Jenderal ...............; 
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, 

BKPM; 
6. Kepala BPMPTSP Provinsi ...................; 
7. Kepala KPPBC................................; 

8. Direksi PT. ........................... 
 

 
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

FRANKY SIBARANI 

 



 

 LAMPIRAN XIX 
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG 
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS    
PENANAMAN MODAL 

 
 

 
Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan 
Bea Masuk atas Pemasukan Barang dan Bahan 

 
 

KOP SURAT BKPM RI 
 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : …………………………………. 

TENTANG 

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN  

UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN)* PT.….. 

DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/                             

PENANAMAN MODAL ASING* 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Membaca : Surat Permohonan ……. yang diterima Badan Koordinasi 
Penanaman Modal tanggal …….. perihal Permohonan 
Fasilitas atas Impor Barang dan Bahan; 

 

Menimbang : a. bahwa barang dan bahan yang dimintakan fasilitas 

pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka 
.....................; 

  b. bahwa permohonan PT. ............... telah memenuhi 

persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 176/PMK.011/2009 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

76/PMK.011/2012, maka dipandang perlu diberikan 
fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang 

dan bahan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4661); 

 

 



- 2 - 
 

  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk 
Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk 

Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam 
Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

76/PMK.011/2012; 

  4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-

IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang dan 
Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan 
atau Pengembangan Industri Dalam Rangka 

Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Perindustrian Nomor 106/M-IND/PER/10/2012; 

  5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
mengenai Pedoman dan Tata Cara Pengendalian 

Pelaksanaan Penanaman Modal; 

  6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
mengenai Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas 

Penanaman Modal; 

 

Memperhatikan : 1. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi* 

Nomor.............tanggal ..................sebagaimana telah 
diubah dengan Nomor ................tanggal .....................; 

  2. Izin Usaha ………** Nomor………….. tanggal ……………; 

  3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ............ tanggal 
............ tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor 

Mesin Untuk Pembangunan/Pengembangan 
(Perluasan)* PT…..Dalam Rangka Penanaman Modal 

Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing*; 

  4. Rekomendasi teknis dari instansi terkait Nomor 
............ tanggal ..........;*** 

  5. Laporan Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri 
(TKDN) dari surveyor independen Nomor .......... tanggal 
..........;*** 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN 
BEA MASUK ATAS BARANG DAN BAHAN DALAM RANGKA 

PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN(PERLUASAN)* PT ………..               

DALAM  RANGKA  PENANAMAN  MODAL  DALAM  NEGERI / 

PENANAMAN MODAL ASING*. 
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PERTAMA : Terhadap barang dan bahan dengan perkiraan harga 
C&F/CIF US$. ................. (dalam huruf) sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang diimpor dan 
digunakan oleh PT. ........................ yang bergerak dalam 
bidang usaha ................., NPWP ........................,                 

Alamat: ..............., lokasi proyek di ................., diberikan 
fasilitas pembebasan bea masuk untuk kebutuhan 2 (dua)/4 

(empat)* tahun produksi. 

KEDUA : Harga barang dan bahan dimaksud akan ditetapkan 
kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum 

dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan 
persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan 
perkiraan harga C&F/CIF US$. ................... (dalam huruf). 

KETIGA : Atas pengimporan barang dan bahan yang diberikan fasilitas, 

perusahaan wajib menyampaikan laporan realisasi impor 
kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal paling 
lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah realisasi impor dengan 

menggunakan formulir sebagaimana dalam Lampiran ... 
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 

... Tahun .... 

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan impor perusahaan diwajibkan mengikuti 
ketentuan yang berlaku di bidang impor. 

KELIMA : Menunjuk Pelabuhan/Bandara ..................... sebagai 
pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian 
formalitas pabean atas barang dan bahan dimaksud dalam 

diktum PERTAMA Keputusan ini. 

KEENAM : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua)/4 (empat)** tahun 

terhitung sejak tanggal ditetapkan. 

KETUJUH : Atas penyalahgunaan pemanfaatan barang dan bahan, 
perusahaan wajib membayar bea masuk yang terutang dan 

dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. 

 
*) pilih salah satu 

**) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis 

***) jika diperlukan 
 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal .............. 

 

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 
REPUBLIK INDONESIA, 

 

 
………………………………………. 
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SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada: 
1. Menteri Keuangan; 

2. Direktur Jenderal Pajak; 
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 
4. Direktur Jenderal ...............; 

5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM; 
6. Kepala BPMPTSP Provinsi ...................; 

7. Kepala KPPBC................................; 
8. Direksi PT. ........................... 

 

 
 

 
 
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

FRANKY SIBARANI 

 



LAMPIRAN XX 
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG 
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS PENANAMAN 
MODAL 

 
 

Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Fasilitas atas Impor 

Barang dan Bahan 
 

KOP SURAT BKPM RI 
 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : .................................... 

TENTANG 

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ........               

TANGGAL ......... ATAS NAMA PT. ..................... DALAM RANGKA                 

PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING* 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Membaca : Surat Permohonan PT….. yang diterima Badan Koordinasi 
Penanaman Modal tanggal ….. perihal perubahan fasilitas 
atas impor barang dan bahan; 

 

Menimbang : a. bahwa barang dan bahan yang dimintakan perubahan 
fasilitas pembebasan bea masuk akan digunakan dalam 

rangka .....................; 

  b. bahwa permohonan PT. ............... telah memenuhi 
persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

176/PMK.011/2009 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

76/PMK.011/2012, maka dipandang perlu diberikan 
perubahan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor 
barang dan bahan dalam rangka....... ; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4661); 

  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

 



- 2 - 
 

  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk 

Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk 
Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam 
Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
76/PMK.011/2012; 

  4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-

IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang dan 
Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan 

atau Pengembangan Industri Dalam Rangka 
Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Perindustrian Nomor 106/M-IND/PER/10/2012; 

  5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
mengenai Pedoman dan Tata Cara Pengendalian 

Pelaksanaan Penanaman Modal; 

  6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

mengenai Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas 
Penanaman Modal; 

 

Memperhatikan : 1. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi* 
Nomor.............tanggal ..................sebagaimana telah 

diubah dengan Nomor ................tanggal 
.....................; 

  2. Izin Usaha ..………** Nomor…………… tanggal ….……; 

  3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ............ tanggal 
............ tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor 
Barang dan Bahan Untuk 

Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)*  PT………… 

Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/ 

Penanaman Modal Asing*; 

  4. Rekomendasi teknis dari instansi terkait Nomor 
............ tanggal ..........;*** 

  5. Laporan Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri 
(TKDN) dari surveyor independen Nomor .......... 

tanggal ..........;*** 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG 
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

…………. TANGGAL ..... ATAS NAMA PT. .................... 
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL                                   

DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*. 
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PERTAMA : Terhadap barang dan bahan yang diubah/diganti dengan 
perkiraan harga C&F/CIF US$. ................... (dalam 

huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Keputusan ini, dikeluarkan dari daftar lampiran 
Keputusan Menteri Keuangan Nomor ......... tanggal 

.................... 

 

KEDUA : Terhadap barang dan bahan pengganti dengan perkiraan 

harga C&F/CIF US$. ................... (dalam huruf)  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, 

diberikan fasilitas pembebasan bea masuk. 

 

KETIGA : Apabila barang dan bahan yang diubah/diganti tersebut 

ternyata masih diimpor dan/atau apabila mesin 
penggantinya ternyata telah di impor dengan membayar 
bea masuk dan pungutan-pungutan lainnya, maka 

ketentuan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk 
tidak berlaku lagi dan dinyatakan batal. 

 

KEEMPAT : Harga barang dan bahan dimaksud akan ditetapkan 
kemudian pada saat pengimporan sebagaimana 

tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan 
telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF 
US$. ................... (dalam huruf), sehingga dengan adanya 

perubahan/penggantian barang dan bahan tersebut nilai 
impor yang disetujui seluruhnya berubah dengan 
perkiraan harga C&F/CIF menjadi US$. .................. – 

US$. ................... + US$. ................... = US$. .............. 
(dalam huruf). 

 

KELIMA : Menunjuk Pelabuhan/Bandara ..................... sebagai 
pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk 

penyelesaian formalitas pabean atas barang dan bahan 
dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini. 

 

KEENAM : Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal ……… 
(dalam huruf). 

 

KETUJUH : Ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam 
Keputusan Menteri Keuangan Nomor ............. tanggal 

........................  sepanjang tidak bertentangan dengan 
Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku. 
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KEDELAPAN : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor ... tanggal ... 

 
*) pilih salah satu 
**) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis 
***) jika diperlukan 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal .............. 

 

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN 

MODAL REPUBLIK INDONESIA, 

 
………………………………………. 

 

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada: 

1. Menteri Keuangan; 
2. Direktur Jenderal Pajak; 
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 

4. Direktur Jenderal ...............; 
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM; 
6. Kepala BPMPTSP Provinsi...................; 

7. Kepala KPPBC................................; 
8. Direksi PT. ........................... 

 
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

FRANKY SIBARANI 

 



 
LAMPIRAN XXI 

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG               
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS                   

PENANAMAN MODAL 
 

 

 
Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Perpanjangan Waktu 
Pengimporan Barang dan Bahan 

 
 

 
KOP SURAT BKPM RI 

 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : ………………………….. 

TENTANG 

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN                                                

NOMOR ……… TANGGAL .....ATAS NAMA  PT. ......... DALAM RANGKA 

PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING* 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

    

Membaca : Surat Permohonan PT. …. yang diterima Badan Koordinasi 

Penanaman Modal tanggal ….. perihal permohonan 
perpanjangan waktu pengimporan barang dan bahan; 

 

Menimbang : a. bahwa barang dan bahan yang telah diberikan fasilitas 

pembebasan bea masuk berdasarkan Keputusan 
Menteri Keuangan Nomor ……………………. tanggal ..... 
belum selesai direalisasikan impornya, dengan alasan 

......................; 

  b. bahwa permohonan PT. ............... telah memenuhi 
persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 176/PMK.011/2009 tentang sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

76/PMK.011/2012, maka dipandang perlu diberikan 
perpanjangan waktu pengimporan atas fasilitas 
pembebasan bea masuk barang dan bahan; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4661); 

  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk 

Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk 
Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam 
Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
76/PMK.011/2012; 

  4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-
IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang dan 
Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan 

atau Pengembangan Industri Dalam Rangka 
Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Perindustrian Nomor 106/M-IND/PER/10/2012; 

  5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

mengenai Pedoman dan Tata Cara Pengendalian 
Pelaksanaan Penanaman Modal; 

  6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

mengenai Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas 
Penanaman Modal; 

 

Memperhatikan : 1. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi* 
Nomor.............tanggal ..................sebagaimana telah 

diubah dengan Nomor ................tanggal 
.....................; 

  2. Izin Usaha ..………** Nomor…………....... tanggal 

…….………; 

  3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ............ tanggal 

............ tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor 
Barang dan Bahan Untuk Pembangunan/ 
Pengembangan (Perluasan)* PT………….Dalam Rangka 

Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal 
Asing*; 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG 
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN   

NOMOR………....TANGGAL ..... ATAS NAMA                             
PT. .................... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL 

DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*. 

 

PERTAMA : Atas sisa barang dan bahan yang belum direalisasi 

impornya sebagaimana tercantum dalam Keputusan 
Menteri Keuangan Nomor............... tanggal ................. 

diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan 
perpanjangan waktu pengimporan. 

 

KEDUA 

 

 

 

 

: Jangka waktu pemberian fasilitas pembebasan bea masuk 
atas sisa barang dan bahan yang belum direalisasi 
impornya diperpanjang sampai dengan tanggal ..... 

(dengan huruf)/ diperpanjang sejak tanggal ditetapkan 
sampai dengan tanggal ..... (dengan huruf)*. 

KETIGA 
 

 
 

 

: Ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan 
Menteri Keuangan Nomor ....…tanggal ..... dan 

perubahannya sepanjang tidak bertentangan dengan 
Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku. 

KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor......... tanggal ...... 

*)pilih salah satu 
**) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal .............. 

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

……………………………………… 
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SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada: 
1. Menteri Keuangan; 

2. Direktur Jenderal Pajak; 
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 
4. Direktur Jenderal ...............; 

5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM; 
6. Kepala BPMPTSP Provinsi ...................; 

7. Kepala KPPBC................................; 
8. Direksi PT. ........................... 
 

 
 

 
 
 

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

FRANKY SIBARANI 

 



LAMPIRAN XXII 
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG               
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS                   
PENANAMAN MODAL 
 

 
Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pembebasan Bea 

Masuk Atas Impor Mesin/Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau 
Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan 
Umum 

 
 

KOP SURAT BKPM RI 
 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : ................................ 

TENTANG 

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL  

UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN PT. ....... 

DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/                              

PENANAMAN MODAL ASING* 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Membaca : Surat Permohonan PT. .....yang diterima Badan 
Koordinasi Penanaman Modal  tanggal .... perihal 
permohonan fasilitas atas impor barang modal; 

 

Menimbang : a. bahwa barang modal yang dimintakan fasilitas 

pembebasan bea masuk akan digunakan dalam 
rangka pembangunan/pengembangan*; 

  b. bahwa permohonan PT. ..... telah memenuhi 

persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 66/PMK.010/2015, maka dipandang 
perlu diberikan fasilitas pembebasan bea masuk 

atas impor barang modal dalam rangka 
pembangunan/pengembangan*; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4661); 
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  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4724); 

  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
66/PMK.010/2015 tentang Pembebasan Bea 

Masuk atas Impor Barang Modal dalam rangka 
Pembangunan atau Pengembangan Industri 
Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan 

Umum; 

  4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman 

Modal mengenai Pedoman dan Tata Cara 
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; 

  5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman 

Modal mengenai Pedoman dan Tata Cara 
Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal; 

 

Memperhatikan : 1. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi* 
Nomor … tanggal …; 

  2. Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik antara PT. … 
Nomor …  dan PT. … Nomor … tanggal …; 

  3. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman 

Modal Nomor … tanggal … tentang Izin Usaha 
Penyediaan Tenaga Listrik Tetap PT. …; 

  4. Rencana Impor Barang PT. … Nomor …                    

tanggal …; 

  5. Surat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 
Nomor … tanggal … perihal …; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG 
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG 
MODAL UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN* 

PT. …………DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL 
DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*. 

 

PERTAMA : Terhadap barang modal dengan perkiraan harga 
C&F/CIF US$. ... (dalam huruf) sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang 
diimpor dan digunakan oleh PT. ... yang bergerak 
dalam bidang usaha ..., NPWP : ..., Alamat : ..., lokasi 

proyek di ..., diberikan fasilitas pembebasan bea 
masuk. 
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KEDUA : Harga barang modal dimaksud akan ditetapkan 
kemudian pada saat pengimporan sebagaimana 

tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) 
dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang 
oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan 
harga C&F/CIF US$. ... (dalam huruf). 

 

KEEMPAT : Atas pengimporan barang modal yang diberikan 
fasilitas, perusahaan wajib menyampaikan laporan 

realisasi impor kepada Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 

setelah realisasi impor dengan menggunakan formulir 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan 
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai 

Pedoman dan Tata Cara Fasilitas Penanaman Modal 

 

KELIMA : a. Dalam pelaksanaan impor perusahaan 

diwajibkan mengikuti ketentuan yang berlaku di 
bidang impor. 

  b. Dalam hal impor barang modal dalam keadaan 
bukan baru harus disertai dengan “Certificate of 
Inspection” dari Surveyor yang diakui oleh 

Pemerintah sesuai dengan ketentuan Surat 
Keputusan Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan  Nomor 756/MPP/Kep/12/2003  
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Perdagangan  Nomor 

75/M-DAG/PER/12/2013. 

  c. Dalam melakukan impor barang modal bukan 

baru harus mendapatkan rekomendasi dari 
Kementerian Perindustrian sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 

09/M-IND/PER/2/2014 tanggal 13 Februari 
2014 tentang Peraturan Pemberian Rekomendasi 

atas Impor Barang Modal Bukan Baru. 

KEENAM : Menunjuk Pelabuhan/Bandara ... sebagai 
pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk 

penyelesaian formalitas pabean atas barang modal 
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA 
Keputusan ini. 

 

KETUJUH : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung 

sejak tanggal ditetapkan. **) 
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KEDELAPAN : Atas penyalahgunaan pemanfaatan barang modal, 
perusahaan wajib membayar bea masuk yang 

terhutang dan dikenai sanksi administrasi berupa 
denda sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang kepabeanan. 

 
 

*) pilih salah satu 

**) sesuai dengan Izin Prinsip 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal .............. 

 

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 
REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

……………………………………….. 

 

 

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada: 
1. Menteri Keuangan; 
2. Direktur Jenderal Pajak; 

3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 
4. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan; 
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM; 

6. Kepala BPMPTSP Provinsi…………….......; 
7. Kepala KPPBC.....; 

8. Direksi PT. ....... 
  
 

 
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

FRANKY SIBARANI 

 
 



LAMPIRAN XXIII 
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG 
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS                
PENANAMAN MODAL 

 
 

 
Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Fasilitas Impor 
Mesin/Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan 

Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum 
 

KOP SURAT BKPM RI 

 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : ..................................... 

TENTANG 

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ……………….. 

 TANGGAL ..... ATAS NAMA PT. .................... DALAM RANGKA  

PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING* 

 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Membaca : Surat Permohonan PT. ..... yang diterima Badan Koordinasi 

Penanaman Modal  tanggal .... perihal permohonan fasilitas 
atas impor barang modal; 

 

Menimbang : a. bahwa barang modal yang dimintakan fasilitas 
pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka 

pembangunan/pengembangan (perluasan)*; 

  b. bahwa permohonan PT. ............... telah memenuhi 
persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

66/PMK.010/2015, maka dipandang perlu diberikan 
fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang modal 
dalam rangka pembangunan/pengembangan 

(perluasan)*; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4661); 
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  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724); 

  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.010/2015 

tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang 
Modal dalam rangka Pembangunan atau Pengembangan 

Industri Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan 
Umum; 

  4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

mengenai Pedoman dan Tata Cara Pengendalian 
Pelaksanaan Penanaman Modal; 

  5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal    
mengenai Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas 
Penanaman Modal; 

 

Memperhatikan : 1. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi* 
Nomor …     tanggal …; 

  2. Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik antara PT. … 
Nomor …  dan PT. … Nomor … tanggal …; 

  3. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman 
Modal Nomor … tanggal … tentang Izin Usaha 
Penyediaan Tenaga Listrik Tetap PT. …; 

  4. Rencana Impor Barang Perubahan PT. … Nomor … 
tanggal …; 

  5. Surat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 
Nomor … tanggal … perihal …; 

  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ............ 
tanggal...........tentang Pembebasan Bea Masuk Atas  

Impor Mesin Untuk Pembangunan/Pengembangan 

(Perluasan)* PT…..Dalam Rangka Penanaman Modal 
Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing *; 

    

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ………………… 
TANGGAL ..... ATAS NAMA PT. .................... DALAM 

RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM 
NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*. 

 

PERTAMA : Terhadap barang modal yang diubah/diganti dengan 
perkiraan harga C&F/CIF US$. ................... (dalam huruf) 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, 
dikeluarkan dari daftar lampiran Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor ......... tanggal .................... 
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KEDUA : Terhadap barang modal pengganti dengan perkiraan harga 
C&F/CIF US$. ................... (dalam huruf) sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, diberikan 
fasilitas pembebasan bea masuk. 

KETIGA : Apabila barang modal yang diubah/diganti tersebut ternyata 

masih diimpor dan/atau apabila barang modal 
penggantinya ternyata telah di impor dengan membayar bea 

masuk dan pungutan-pungutan lainnya, maka ketentuan 
pemberian fasilitas pembebasan bea masuk tidak berlaku 
lagi dan dinyatakan batal. 

 

KEEMPAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

: Harga barang modal dimaksud akan ditetapkan kemudian 

pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam 
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan 
persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
dengan perkiraan harga C&F/CIF US$. ................... (dalam 
huruf), sehingga dengan adanya perubahan/penggantian 

barang modal tersebut nilai impor yang disetujui seluruhnya 
berubah dengan perkiraan harga C&F/CIF menjadi US$. 

.................. – US$. ................... + US$. ................... = US$. 

.............. (dalam huruf). 

 

KELIMA : Menunjuk Pelabuhan/Bandara ..................... sebagai 
pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian 
formalitas pabean atas barang modal dimaksud dalam 

Diktum KEDUA Keputusan ini. 
 

KEENAM  Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal ……… (dalam 
huruf). 

 

KETUJUH : Ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam 
Keputusan Menteri Keuangan Nomor ............. tanggal 

........................  sepanjang tidak bertentangan dengan 
Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku. 
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KEDELAPAN : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

... tanggal ... 
 
 
*) pilih salah satu 
 
 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal .............. 

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
 

 

……………………………………… 

 

 
 

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada: 

1. Menteri Keuangan; 
2. Direktur Jenderal Pajak; 
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 

4. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan; 
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, 

BKPM; 
6. Kepala BPMPTSP Provinsi...............................; 
7. Kepala KPPBC................................; 

8. Direksi PT. ........................... 
 

 
 
 

 
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

FRANKY SIBARANI 

 



LAMPIRAN XXIV 
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG 
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS                         

PENANAMAN MODAL 
 

 

Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Perpanjangan Waktu Pengimporan 
Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan Industri 
Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum 

 
 

 
KOP SURAT BKPM RI 

 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : ………………………….. 

TENTANG 

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN                                                

NOMOR ……… TANGGAL .....ATAS NAMA  PT. ......... DALAM RANGKA    

PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING* 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

    

Membaca : Surat Permohonan PT. .....yang diterima Badan Koordinasi 

Penanaman Modal  tanggal .... perihal permohonan 
perpanjangan waktu pengimporan barang modal; 

 

Menimbang : a. bahwa barang modal yang telah diberikan fasilitas 
pembebasan bea masuk berdasarkan Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor ……………………. tanggal ..... belum 
selesai direalisasikan impornya, dengan alasan 
......................; 

  b. bahwa permohonan PT. ............... telah memenuhi 
persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

66/PMK.010/2015, maka dipandang perlu diberikan 
perpanjangan waktu pengimporan atas fasilitas 
pembebasan bea masuk barang modal; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 

  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724); 
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  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.010/2015 
tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal 

dalam rangka Pembangunan atau Pengembangan Industri 
Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum; 

  4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
mengenai Pedoman dan Tata Cara Pengendalian 
Pelaksanaan Penanaman Modal; 

  5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
mengenai Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Penanaman 
Modal; 

 

Memperhatikan : 1. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi* Nomor … 

tanggal …; 

  2. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor … tanggal … tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga 

Listrik Tetap PT. …; 

  3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ............ tanggal 

............ tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin 
Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* 
PT…..Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/ 

Penanaman Modal Asing *; 

    

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ………………. 
TANGGAL ..... ATAS NAMA PT. .................... DALAM RANGKA  

PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL 

ASING*. 

 

PERTAMA : Atas sisa barang modal yang belum direalisasi impornya 

sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan 
Nomor............... tanggal ................. diberikan fasilitas 

pembebasan bea masuk dan perpanjangan waktu 
pengimporan. 

 

KEDUA 

 

 

: Jangka waktu pemberian fasilitas pembebasan bea masuk 
atas sisa barang modal yang belum direalisasi impornya 

diperpanjang sampai dengan tanggal ..... (dengan huruf)/ 
diperpanjang sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 
..... (dengan huruf)*. 

KETIGA : Ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan 
Menteri Keuangan Nomor ……tanggal ..... dan perubahannya 

sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini 
dinyatakan tetap berlaku. 
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KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor......... tanggal ..... 

*) pilih salah satu 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal .............. 

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 
……………………………………… 

 

 

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada: 

1. Menteri Keuangan; 
2. Direktur Jenderal Pajak; 
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 

4. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan; 
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM; 
6. Kepala BPMPTSP Provinsi/BPMPTSP Kabupaten/Kota.......................; 

7. Kepala KPPBC................................; 
8. Direksi PT. ........................... 

 
 
 

 
 

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

FRANKY SIBARANI 

 



LAMPIRAN XXV 
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG 
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS 
PENANAMAN MODAL 

 

 
Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk dan 

Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Mesin/Barang untuk 
Pembangunan/Pengembangan (Perluasan) Dalam Rangka Kontrak Karya dan 
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) 

 
 

KOP SURAT BKPM RI 
 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : ................................ 

TENTANG 

PEMBEBASAN DAN/ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN PEMBEBASAN 

DAN/ATAU PENUNDAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG 

UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN)* PT….. (PMA/PMDN*) 

DALAM RANGKA KONTRAK KARYA/PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN 

PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)* 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Membaca : Surat Permohonan ……. yang diterima Badan Koordinasi 
Penanaman Modal tanggal …….. perihal Permohonan 
Fasilitas atas Impor Barang Tahun …..; 

 

Menimbang : 1. bahwa barang yang dimintakan fasilitas pembebasan 

dan/atau keringanan bea masuk dan pembebasan 
dan/atau penundaan pajak pertambahan nilai akan 
digunakan dalam rangka Kontrak Karya/Perjanjian 

Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara                
(PKP2B) *; 

  2. bahwa permohonan PT. ............... telah memenuhi 
persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 110/PMK.010/2005, maka dipandang perlu 

diberikan fasilitas pembebasan dan/atau keringanan 
bea masuk dan pembebasan dan/atau penundaan 
pajak pertambahan nilai atas impor barang dalam 

rangka Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan 
Pertambangan Batubara (PKP2B) *; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 

Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5069); 

  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4661); 

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

110/PMK.010/2005 tentang Tata Cara Pemberian 
Pembebasan dan/atau Keringanan Bea Masuk dan 
dan Pembebasan dan/atau Penundaan Pajak 

Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Dalam Rangka 
Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan 

Pertambangan Batubara; 

  5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-
IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang dan 

Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan 
atau Pengembangan Industri Dalam Rangka 

Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Perindustrian Nomor 106/M-IND/PER/10/2012; 

  6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman 
Modal mengenai Pedoman dan Tata Cara 
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; 

  7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman 
Modal mengenai Pedoman dan Tata Cara Pelayanan 

Fasilitas Penanaman Modal; 

 

Memperhatikan : 1. Surat Persetujuan Presiden Nomor ….. tanggal .........; 

  2. Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan 
Pertambangan Batubara* antara …. dengan … Nomor 
…  tanggal ….; 
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  3. Surat Rekomendasi Direktur Pembinaan Pengusahaan 
Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 
Republik Indonesia Nomor …. tanggal …. perihal …. 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG 
PEMBEBASAN DAN/ATAU KERINGANAN BEA MASUK 
DAN PEMBEBASAN DAN/ATAU PENUNDAAN PAJAK 

PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK 
PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN)*             

PT………….. (PMA/PMDN*) DALAM RANGKA KONTRAK 
KARYA/PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN 
PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)*. 

 

PERTAMA : Terhadap barang dengan perkiraan harga C&F/CIF US$. 
............. (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Keputusan ini, yang diimpor dan digunakan oleh 
PT. ............. (PMDN/PMA)*) yang bergerak dalam bidang 

usaha ................., NPWP ............., Alamat: ............., 
lokasi proyek di ............., diberikan fasilitas pembebasan 
dan/atau keringanan bea masuk dan pembebasan 

dan/atau penundaan pajak pertambahan nilai*. 
 

KEDUA : Harga barang dimaksud akan ditetapkan kemudian pada 
saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam 

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan 
persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
dengan perkiraan harga C&F/CIF US$. ............. (dalam 
huruf). 

 

KETIGA : Atas pengimporan barang yang diberikan fasilitas, 

perusahaan wajib menyampaikan laporan realisasi impor 
kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal paling 
lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah realisasi impor dengan 

menggunakan formulir sebagaimana dalam Lampiran ... 
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor  ... Tahun .... 

 

KEEMPAT : a. Dalam pelaksanaan impor perusahaan diwajibkan 

mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang impor. 
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  b. Dalam hal impor mesin dalam keadaan bukan baru 
harus disertai dengan “Certificate of Inspection” dari 

Surveyor yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan 
ketentuan Surat Keputusan Menteri Perindustrian 

dan Perdagangan  Nomor 756/MPP/Kep/12/2003  
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Perdagangan  Nomor 

48/M-DAG/PER/12/2011. 

  c. Dalam melakukan impor mesin bukan baru harus 
mendapatkan rekomendasi dari Kementerian 

Perindustrian sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Menteri Perindustrian Nomor 09/M-IND/PER/2/2014 

tanggal 13 Februari 2014 tentang Peraturan 
Pemberian Rekomendasi atas Impor Barang Modal 
Bukan Baru. 

 

KELIMA : Menunjuk Pelabuhan/Bandara ..................... sebagai 

pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk 
penyelesaian formalitas pabean atas barang dimaksud 
dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini. 

 

KEENAM : Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 
Desember …. (dalam huruf) terhitung sejak tanggal 

ditetapkan. 

 

KETUJUH : Atas penyalahgunaan pemanfaatan barang, perusahaan 
wajib membayar bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai 
yang terhutang dan dikenai sanksi administrasi berupa 

denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di 
bidang kepabeanan. 

 

*) pilih salah satu 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal .............. 

 

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 
REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

……………………………………….. 
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SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada: 

1. Menteri Keuangan; 
2. Direktur Jenderal Pajak; 
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 

4. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara; 
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM; 

6. Kepala BPMPTSP Provinsi ...............................; 
7. Kepala KPPBC................................; 
8. Direksi PT. ........................... 

 
 

 
 
 

 
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

FRANKY SIBARANI 

 
 



LAMPIRAN XXVI 
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG 
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS 
PENANAMAN MODAL 

 
 

 
Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Fasilitas Impor 
Mesin/Barang untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan) Dalam Rangka 

Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara 
(PKP2B) 

 

KOP SURAT BKPM RI 

 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : ..................................... 

TENTANG 

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ……………….. 

 TANGGAL ..... ATAS NAMA PT. .................... (PMA/PMDN*)  DALAM RANGKA  

KONTRAK KARYA/PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN 
BATUBARA (PKP2B) * 

 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Membaca : Surat Permohonan ……. yang diterima Badan Koordinasi 
Penanaman Modal tanggal …….. perihal perubahan fasilitas 

atas impor barang; 

 

Menimbang : 1. bahwa barang yang dimintakan perubahan fasilitas 
pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan 
pembebasan dan/atau penundaan pajak pertambahan 

nilai akan digunakan dalam rangka Kontrak 
Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan 
Batubara (PKP2B) *; 

  2. bahwa permohonan PT. ............... telah memenuhi 
persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

Nomor 110/PMK.010/2005, maka dipandang perlu 
diberikan perubahan fasilitas pembebasan dan/atau 
keringanan bea masuk dan pembebasan dan/atau 

penundaan pajak pertambahan nilai akan digunakan 
dalam rangka Kontrak Karya/Perjanjian Karya 

Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)*; 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 

Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5069); 

  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724); 

  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2005 
tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan dan/atau 
Keringanan Bea Masuk dan Pembebasan dan/atau 

Penundaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang 
Dalam Rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya 
Pengusahaan Pertambangan Batubara; 

  5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor                               
19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang 

Dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan 
atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman 
Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor                             
106/M-IND/PER/10/2012; 

  6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
mengenai Pedoman dan Tata Cara Pengendalian 
Pelaksanaan Penanaman Modal; 

  7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal    
mengenai Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas 
Penanaman Modal; 

 

Memperhatikan : 1. Surat Persetujuan Presiden Nomor ….. tanggal .........; 

  2. Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan 

Pertambangan Batubara* antara …. dengan … Nomor 
…  tanggal ….; 

  3. Surat Rekomendasi Direktur Pembinaan Pengusahaan 
Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

Republik Indonesia Nomor …. tanggal …. perihal ….; 
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  4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ............ tanggal 
............ tentang Pembebasan Dan/Atau Keringanan 

Bea Masuk Dan Pembebasan Dan/Atau Penundaan 
Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Untuk 
Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* PT….. 

(PMA/PMDN*) Dalam Rangka Kontrak 
Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan 

Batubara (PKP2B)*; 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ………………… 
TANGGAL ..... ATAS NAMA PT. .................... (PMA/PMDN*)  
DALAM RANGKA KONTRAK KARYA/PERJANJIAN KARYA 

PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)*. 

 

PERTAMA : Terhadap barang yang diubah/diganti dengan perkiraan 

harga C&F/CIF US$. ................... (dalam huruf) 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, 

dikeluarkan dari daftar lampiran Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor ......... tanggal .................... 

 

KEDUA : Terhadap barang pengganti dengan perkiraan harga 
C&F/CIF US$. ................... (dalam huruf) sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, diberikan 

fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan 
pembebasan dan/atau penundaan Pajak Pertambahan 

Nilai*. 

 

KETIGA : Apabila barang yang diubah/diganti tersebut ternyata masih 

diimpor dan/atau apabila barang penggantinya ternyata 
telah diimpor dengan membayar bea masuk dan pungutan-

pungutan lainnya, maka ketentuan pemberian fasilitas tidak 
berlaku lagi dan dinyatakan batal. 

 

KEEMPAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

: Harga barang dimaksud akan ditetapkan kemudian pada 
saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam 
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan 

persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

dengan perkiraan harga C&F/CIF US$. ................... (dalam 
huruf), sehingga dengan adanya perubahan/penggantian 
barang tersebut nilai impor yang disetujui seluruhnya 

berubah dengan perkiraan harga C&F/CIF menjadi US$. 
.................. – US$. ................... + US$. ................... = US$. 

.............. (dalam huruf). 
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KELIMA : Menunjuk Pelabuhan/Bandara ..................... sebagai 
pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian 

formalitas pabean atas barang dimaksud dalam Diktum 
KEDUA Keputusan ini. 

 

KEENAM : Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 
……… (dalam huruf). 

 

KETUJUH : Ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam 
Keputusan Menteri Keuangan Nomor ............. tanggal 

........................  sepanjang tidak bertentangan dengan 
Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku. 

 

KEDELAPAN : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

... tanggal ... 
 
*) pilih salah satu 
 
 
 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal .............. 

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
 

 

……………………………………… 
 

 

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada: 
1. Menteri Keuangan; 

2. Direktur Jenderal Pajak; 
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 
4. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara; 

5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, 
BKPM; 

6. Kepala BPMPTSP Provinsi .................................; 
7. Kepala KPPBC................................; 
8. Direksi PT. ........................... 

 
 

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

FRANKY SIBARANI 

 



  
LAMPIRAN XXVII 

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG 

PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS          
PENANAMAN MODAL 

 

 

 

Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Perpanjangan Waktu Pengimporan 

Barang untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan) Dalam Rangka             
Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) 

 

 
 

KOP SURAT BKPM RI 
 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : ………………………….. 

TENTANG 

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN                                                

NOMOR ……… TANGGAL .....ATAS NAMA  PT. ......... (PMA/PMDN*)   

DALAM RANGKA KONTRAK KARYA/PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN 

PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B) * 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

 

Membaca : Surat Permohonan PT. ..... yang diterima Badan 

Koordinasi Penanaman Modal  tanggal .... perihal 
permohonan perpanjangan waktu pengimporan barang; 

 

 
Menimbang : 1. bahwa barang yang telah diberikan fasilitas 

pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan 
pembebasan dan/atau penundaan pajak pertambahan 
nilai* berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

……………………. tanggal ..... belum selesai 
direalisasikan impornya, dengan alasan ......................; 

  2. bahwa permohonan PT. ............... telah memenuhi 
persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
110/PMK.010/2005, maka dipandang perlu diberikan 

perpanjangan waktu pengimporan atas fasilitas 
pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan 

pembebasan dan/atau penundaan pajak pertambahan 
nilai* barang; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5069); 

  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4661); 

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
110/PMK.010/2005 tentang Tata Cara Pemberian 

Pembebasan dan/atau Keringanan Bea Masuk dan 
Pembebasan dan/atau Penundaan Pajak Pertambahan 
Nilai Atas Impor Barang Dalam Rangka Kontrak Karya 

dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan 
Batubara; 

  5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor                   

19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang 
Dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan 

atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman 
Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor    

106/M-IND/PER/10/2012; 

  6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

mengenai Pedoman dan Tata Cara Pengendalian 
Pelaksanaan Penanaman Modal; 

  7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal    

mengenai Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas 
Penanaman Modal; 
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Memperhatikan : 1. Surat Persetujuan Presiden Nomor ….. tanggal .........; 

  2. Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan 
Pertambangan Batubara* antara …. dengan … Nomor …  

tanggal ….; 

  3. Surat Rekomendasi Direktur Pembinaan Pengusahaan 
Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik 
Indonesia Nomor …. tanggal …. perihal ….; 

  4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ............ tanggal 

............ tentang Pembebasan Dan/Atau Keringanan Bea 
Masuk Dan Pembebasan Dan/Atau Penundaan Pajak 
Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Untuk 

Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* PT….. 
(PMA/PMDN*) Dalam Rangka Kontrak Karya/Perjanjian 

Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)*; 

   

 

MEMUTUSKAN : 

 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ………………… 

TANGGAL ..... ATAS NAMA PT. .................... (PMA/PMDN*)  
DALAM RANGKA KONTRAK KARYA/PERJANJIAN KARYA 
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)*. 

 

PERTAMA : Atas sisa mesin yang belum direalisasi impornya 

sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor............... tanggal ................. diberikan 
fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan 

pembebasan dan/atau penundaan Pajak Pertambahan 
Nilai* dan perpanjangan waktu pengimporan. 

 

KEDUA 

 

 

 

 

 

: Jangka waktu pemberian fasilitas pembebasan dan/atau 
keringanan bea masuk dan pembebasan dan/atau 

penundaan Pajak Pertambahan Nilai* atas sisa barang yang 
belum direalisasi impornya diperpanjang sampai dengan 
tanggal ..... (dengan huruf)/diperpanjang sejak tanggal 

ditetapkan sampai dengan tanggal ..... (dengan huruf)*. 

KETIGA : Ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan 
Menteri Keuangan Nomor ……tanggal .... dan perubahannya 
sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini 

dinyatakan tetap berlaku. 
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KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor......... tanggal ..... 

 

*) pilih salah satu 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal .............. 

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 
REPUBLIK INDONESIA, 

 

 
……………………………………… 

 
 
 

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada: 
1. Menteri Keuangan; 

2. Direktur Jenderal Pajak; 
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 
4. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara; 

5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM; 
6. Kepala BPMPTSP Provinsi ............ ...................; 
7. Kepala KPPBC................................; 

8. Direksi PT. ........................... 
 

 
 

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

FRANKY SIBARANI 

 



LAMPIRAN XXVIII 
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG 
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS    
PENANAMAN MODAL 

 

Bentuk  Surat  Penolakan  Permohonan   
 

 

KOP SURAT BKPM RI 

 
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

 

 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 

Perihal 

: 
: 

: 

: Penolakan permohonan fasilitas 

PT.... 

Jakarta, 

 

 

 

Kepada Yth. 
Direksi PT. ................................... 
..................................................... 

 

 
Sehubungan dengan permohonan Saudara yang 

diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 
......................, dan memperhatikan: 

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 
tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta 
Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau 
Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012; 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2005 
tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan dan/atau 
Keringanan Bea Masuk dan Pembebasan dan/atau 
Penundaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang 
Dalam Rangka Kontak Karya dan Perjanjian Karya 
Pengusahaan Pertambangan Batubara; atau 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.010/2015 
tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal 
Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan Industri 
Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum; 

b. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Republik Indonesia Nomor      Tahun 2015 Tentang 

Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman 
Modal; 
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c. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi* Nomor ....... 

tanggal ............. sebagaimana telah diubah dengan Nomor 
....... tanggal ………..; dan  

d. Izin Usaha Nomor ......... (khusus permohonan fasilitas 
barang dan bahan atau restrukturusasi/ modernisasi/ 

rehabilitasi). 
 
 

dengan ini kami menolak permohonan Saudara, dengan 
alasan sebagai berikut: 

1.   .....................; 

2.  ......................; 

3.  dst. 

 

Demikian, kami sampaikan agar Saudara maklum. 
 

 

 

 
a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN 
MODAL 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

 

…………………………………….
. 

 
 

Tembusan: 

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 

 
 

 
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

FRANKY SIBARANI 

 


